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PUTUSAN

Nomor 3113/Pdt.G/2024/PA.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang

dilangsungkan  secara  elektronik  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara

cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK YYYYYY1, tempat dan tanggal lahir Jombang, 04

April  1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Swasta,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Delik,  RT006,

RW002, Desa Brodot, Kecamatan Bandarkedungmulyo,

Kabupaten  Jombang,  Jawa  Timur,  dengan  domisili

elektronik pada alamat email:  resterfor16@gmail.com,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firda Mahayu

Kusumawardani, S.H, Advokat/ penasehat hukum  yang

beralamat  di  pada  kantor  FIRDA  MAHAYU

KUSUMAWARDANI  &  ASSOCIATES,  beralamat  di

Jalan  Kolonel  H.  Ismail,  No31,  RT004,  RW001,

Tugusumberjo,  Kecamatan  Peterongan,  Kabupaten

Jombang,  dengan  domisili  elektronik  pada  alamat

email:  Firdagoes@gmail.com,  berdasarkan  Surat

Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2024, dan telah

terdaftar  pada  Kepaniteraan  Nomor

1424/Kuasa/12/2024/PA.Jbg  Tanggal  18bDesember

2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,  NIK  YYYY,  tempat  dan  tanggal  lahir,  Surabaya,  31

Oktober  1990,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,
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pekerjaan Swasta,  bertempat  tinggal  di    Kecamatan

Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur;

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

    Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Desember 2024 telah

mengajukan  cerai  gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Jombang, Nomor 3113/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 18 Desember 2024

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21

Juni  2018  di  hadapan  PPN  (Pegawai  Pencatat  Nikah)  KUA  (Kantor

Urusan  Agama)  Kecamatan  Bandarkedungmulyo,  Kabupaten  Jombang

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYYY, yang dikeluarkan

pada tanggal 04 Desember 2019 ;  

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan berumur 24

tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka berumur 28 tahun ;  

3. Bahwa,  setelah  melangsungkan  perkawinan  Penggugat  dengan

Tergugat  telah  hidup  bersama sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan

hidup  rukun  bersama  di  rumah  kost  bersama  di  Bangil  Kabupaten

Pasuruan dari awal hingga akhir ;  

4. Bahwa,  selama  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) belum dikaruniai

anak ;  

5. Bahwa, pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2020

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan karena : 

Tergugat  dan Penggugat  sering  bertengkar  karena Tergugat  dinasehati

oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari

dan untuk mencari pekerjaan setelah di PHK di Bangil tapi Tergugat acuh

dan mengajak Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Malang;  
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Tergugat  tidak  peduli  dengan  musibah  yang  dialami  Penggugat  yaitu

Penggugat ditipu arisan online dan pinjaman online oleh temannya sendiri

sehingga  Penggugat  memiliki  hutang  serta  Penggugat  mau  tidak  mau

harus membayar hutang tersebut, oleh karena itu Penggugat menolak ikut

pulang  kerumah  orang  tua  Tergugat  karena  mempertahankan

pekerjaannya di Bangil Kabupaten Pasuruan ;  

6. Bahwa, pada bulan April 2023 perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  mencapai  puncaknya,  yang akhirnya

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kediaman

orang tuanya di Malang. Selanjutnya sampai saat ini sudah pisah selama

kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya ;  

7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada

komunikasi lagi layaknya suami istri ;  

8. Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  mengatasi  masalah  tersebut

dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara

baik-baik  dengan melibatkan keluarga Penggugat  dan Tergugat  namun

usaha tersebut tidak berhasil;  

9. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini ;  

Primair:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughro  dari  Tergugat  ( TERGUGAT )

terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;  

3. Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan  yang

berlaku ;  

Atau apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain,  mohon putusan

yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono ).

Bahwa  Penggugat  dalam  perkara  ini  memberi  kuasa  kepada  Firda

Mahayu  Kusumawardani,  S.H,  Advokat  berkantor  di  pada  kantor  FIRDA

MAHAYU KUSUMAWARDANI & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Kolonel H.
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Ismail,  No31,  RT004,  RW001,  Tugusumberjo,  Kecamatan  Peterongan,

Kabupaten  Jombang,  dengan  domisili  elektronik  pada  alamat  email:

Firdagoes@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember

2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil

surat kuasa;

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum

dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap

dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT 

1. Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah dari  KUA Bandar  Kedung  Mulyo  Kabupaten

Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYY Tanggal 21 Juni 2018. Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK YYYYYYY tanggal 19 April 2018, Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
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yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

B.SAKSI 

Saksi 1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa,

bertempat  tinggal  di    kabupaten  Jombang,  di  bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat; 

 Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

sah, belum dikaruniai anak.

 Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih

dan  bertengkar  yang  disebabkan  Tergugat  tidak  bekerja  sehingga

kurang  dalam  memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  Tergugat  tidak

peduli dengan masalah yang dialalmi oleh Penggugat yaitu ditipu arisan

online dan pinjaman online oleh temannya sendiri;

 Bahwa saksi  mengetahui,  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah

tempat tinggal  sekitar  1  tahun 8 bulan,  dan selama itu  pula mereka

sudah  tidak  pernah  saling  mengunjungi,  bahkan  tidak  saling

berkomunikasi ;

 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa,

bertempat  tinggal  di    Kabupaten Jombang,  di  bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat; 

 Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

sah, belum dikaruniai anak.

 Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih

dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah

Pengugat karena tidak bekerja;

 Bahwa saksi  mengetahui,  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah

tempat tinggal  sekitar  1  tahun 8 bulan,  dan selama itu  pula mereka
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sudah  tidak  pernah  saling  mengunjungi,  bahkan  tidak  saling

berkomunikasi ;

 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana  yang  telah  tertuang  dalam  Berita  Acara  Sidang  dan  mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  perkara  ini  memberi  kuasa

kepada Firda Mahayu Kusumawardani, S.H, Advokat berkantor di pada kantor

FIRDA MAHAYU  KUSUMAWARDANI  &  ASSOCIATES,  beralamat  di  Jalan

Kolonel  H.  Ismail,  No31,  RT004,  RW001,  Tugusumberjo,  Kecamatan

Peterongan,  Kabupaten  Jombang,  dengan  domisili  elektronik  pada  alamat

email:  Firdagoes@gmail.com,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  16

Desember 2024;

Menimbang,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut,  ternyata  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  surat  kuasa,   maka  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum

atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa proses mediasi  sebagaimana yang diamanatkan

oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati

Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat

tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  sehingga

upaya tersebut tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal

125 ayat (1) HIR;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  125 ayat  (1)  HIR,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok  Penggugat mengajukan cerai gugat

adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kurang

dalam  memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  Tergugat  tidak  peduli  dengan

masalah yang dialalmi oleh Penggugat yaitu ditipu arisan online dan pinjaman

online oleh temannya sendiri;;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  163  HIR  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  cerainya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya

dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri  yang sah,

maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini dan
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sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  berupa  KTP  atas  nama  Penggugat,

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

menjelaskan  mengenai  tempat  tinggal  Penggugat,  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga terbukti Penggugat

saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  perkara  ini  merupakan

kompetensi relatif Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang,  bahwa 2 orang saksi  yang dihadirkan Penggugat  adalah

merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan

Tergugat,  dimana  dalam memberikan  keterangannya  telah  bersumpah (vide

Pasal  147 HIR)  dan diyakini  bahwa saksi-saksi  tersebut  adalah mengetahui

keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dan  keterangannya  saling

bersesuaian (vide Pasal  170 HIR) serta kesaksian para saksi  tersebut  telah

sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7

Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975,

sehingga telah  memenuhi  syarat  formil  materiil  pembuktian,  oleh  karenanya

dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  adanya  ketidakrukunan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,

adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan

Pasal  172  HIR,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai  saksi  sesuai  Pasal  145 ayat  (1)  HIR dan Pasal  171 dan 172 HIR,
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sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dikarenakan  Tergugat  tidak  bekerja

sehingga  kurang  dalam memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  Tergugat  tidak

peduli dengan masalah yang dialalmi oleh Penggugat yaitu ditipu arisan online

dan pinjaman online oleh temannya sendiri;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  surat  serta  keterangan

saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri belum dikaruniai

anak.

2. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga

kurang dalam memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  Tergugat  tidak  peduli

dengan masalah yang dialalmi oleh Penggugat yaitu ditipu arisan online dan

pinjaman online oleh temannya sendiri;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

selama 1 tahun 8 bulan;

4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi

saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat  telah  berusaha mendamaikan,  namun

usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  telah

menunjukkan  suatu  keadaan  atau  kondisi  yang  tidak  harmonis  lagi  dalam

kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  keadaan  dan  kondisi

tersebut telah tergambar dari pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya

suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang

terus  menerus,  disebabkan  Tergugat  tidak  bekerja  sehingga  kurang  dalam

memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  Tergugat  tidak  peduli  dengan  masalah
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yang dialalmi  oleh Penggugat yaitu ditipu arisan online dan pinjaman online

oleh temannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis hakim menilai

pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat  dengan  Tergugat,  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

suami  istri  dalam  rumah  tangga  tidaklah  selalu  berupa  pertengkaran  mulut

dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya,

tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap

saling  mendiamkan  diri  (tidak  mau  berbicara)  dan/atau  salah  satu  pihak

menghindar/menjauhkan  diri  dari  pihak  lainnya  (tidak  mau

berhubungan/berkomunikasi)  secara terus menerus dalam waktu yang relatif

lama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan

dalam rumah tangga  selalu  ditampakkan dengan adanya cekcok mulut  dan

pertengkaran fisik, dan kalaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh

orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa

terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan

yang lainnya,  atau kesepakatan untuk tidak tinggal  bersama,  karena sangat

tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah,  justru  tergambar

fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk

lain  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  bahkan  dengan  tidak  tinggal  serumah  antara

Penggugat dan Tergugat 1 tahun 8 bulan dan tidak pernah lagi kumpul rukun

layaknya  suami  isteri  adalah  suatu  hal  yang  tidak  wajar  dalam  kehidupan

berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan

tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang,  bahwa  dengan  fakta  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  diatas,  telah  menunjukkan  hilangnya

kebahagiaan  dan  ketenteraman  yang  berakhir  dengan  berpisahnya  tempat

kediaman antara  Penggugat  dan Tergugat  yang sampai  sekarang selama 1

tahun  8  bulan,  serta  keduanya  sudah  tidak  lagi  menjalankan  kewajibannya

sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau
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memperdulikan lagi  dipandang sebagai  perwujudan dari  rumah tangga yang

tidak  harmonis,  sehingga  dengan  demikian  keadaan  ini  telah  menunjukkan

keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan

Tergugat  tidak  lagi  memiliki  unsur-unsur  yang saling  tergantung antara  satu

sama lainnya,  sehingga Penggugat  sebagai  isteri  tidak lagi  merasa memiliki

suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya

perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi

mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang

menjadi  penyebabnya,  dimana  pecahnya  perkawinan  hanya  ditujukan  pada

perkawinan itu  sendiri,  oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan

mengetahui  siapa  yang  bersalah  yang  menyebabkan  timbulnya  perselisihan

dan  pertengkaran  akan  tetapi  yang  terpenting  adalah  mengetahui  keadaan

senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  diatas  juga  telah

sejalan  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  273  K/AG/1998

tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim

yang  abstrak  hukumnya  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa,  cekcok,  hidup

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan

fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  adanya  usaha  keluarga  Penggugat  yang  ingin

merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat  serta  upaya  majelis  hakim  pada

kesempatan persidangan menasihati  Penggugat agar tetap mempertahankan

keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap

bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa

unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup

rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1

dan  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  diubah  dengan

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinilai telah terpenuhi; 

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 3113/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga  Penggugat dengan  Tergugat sebagaimana tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang,  bahwa  suasana  rumah  tangga  yang  selalu  diliputi

perselisihan  dan  pertengkaran  suami  isteri,  maka  dapat  dipastikan  rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  akan  dapat  mewujudkan  tujuan

perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah,

mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur’an dalam surah

Ar-Rum  ayat  21,  dan  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal

3  Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia,  oleh  karena itu  memaksakan untuk

mempertahankan  rumah  tangga  yang  demikian  akan  menimbulkan

kemudaratan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan

dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban

secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan

dengan maksud kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair

halaman 62, yang berbunyi: 

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  daripada  mendapatkan
kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  doktrin  dalam  hukum  Islam  yang  dikemukakan

Ulama  dalam  Kitab  Ghayatul  Maram  yang  selanjutnya  diambil  alih  menjadi

pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut: 

إذا اشتد  رغبة الزوجة عدملزوجها طلق عليه القاضى طلقة
Artinya:  “Apabila  telah  memuncak  ketidaksenangan  seorang  isteri  kepada

suaminya  maka  hakim (boleh)  menceraikan  suami-isteri  itu  dengan
talak satu”;
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Menimbang, bahwa dalam kitab  Fiqhussunnah Jilid VIII  halaman 121-

122 menyebutkan bahwa:

Artinya : ”Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang
diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya
gangguan  tersebut  merupakan  penghalang  atas  kelangsungan
pergaulan  hidup  (suami  istri)  sebagaimana  (pergaulan  hidup  suami
istri  lainnya)  yang sepadan dengan mereka,  sementara hakim tidak
berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak
suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

adalah  “mitsaqan  gholidzan”  perjanjian  yang  kuat  dan  suci,  yang  untuk

memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika

pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini

berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian

yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;  

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara  a quo masuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 182 HIR, maka biaya perkara dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
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MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini

dihitung sebesar Rp 323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Senin tanggal  06 Januari  2025 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  6 Rajab

1446 Hijriah, oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H.

Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Hairil  Anwar, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Ryana Marwanti,

S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Ttd.

 Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota 

Ttd. Ttd.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,
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Ttd.

         Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 43.000,00
Sumpah Rp 100.000,00
PNBP Rp 30.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 323.000,00
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